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Jumlah Benda Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah adalah banyaknya benda●

alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun  tidak bergerak, berupa kesatuan
atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan
kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia yang pelestariannya dilakukan oleh gubernur,
bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Benda Cagar Budaya Milik Pemerintah Daerah adalah benda alam dan/atau benda buatan●

manusia, baik bergerak maupun  tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-
bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah
perkembangan manusia yang pelestariannya dilakukan oleh gubernur, bupati, atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun●

 tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang
memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.  
Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun●

 tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang
memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.  
Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan●

cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat
danatau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah,
ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 
Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok●

orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. 
Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap●

memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah●

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.   
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur●

penyelenggara pemerintahan daerah. 

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11  Tahun  2010   tentang Cagar Budaya.1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.2.
Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran3.
Usaha Pariwisata.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan 4.
Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.
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KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya benda cagar budaya yang dimiliki oleh pemerindah daerah di wilayah
tersebut.
 

INTERPRETASI

Semakin banyak benda cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah di suatu wilayah maka
akan mendukung pelestarian budaya dan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata
di wilayah tersebut.
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